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DenganHormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms
Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Har
Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) serta dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmer
seluruh Aparatur Negara dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Lingkunga®emerintalKabupaterKebumen kamilaporkanrekapitulaspenyampaiabhaporan
Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) periode tahun 2025 pada Pemerintah Kabupater
Kebumen sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
(LHKAN) PERIODE TAHUN 2025

No|Uraian Jumlah |Ket
1. [JumlalseluruhAparaturNegara(PNS& PPPK) 12.996

a. WajibLaporLHKPN 249

b.  TidakWajib LHKPN 12.747

2. |Aparatur Negara wajib LHKPN yamglah melaksanakan pelaporan harta kekayagd 249 |100%
melalui LHKPN.
3. |Aparatur Negara wajib LHKPN yamhglum melaksanakan pelaporan harta kekays 0 |0%
melalui LHKPN.
4. |Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yatelah menyampaikan informasi harta 12.631]99.099
kekayaan melal8PT Tahunan.

5. |Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yahglum menyampaikan informasi harta 116 | 0.91¢
kekayaan melal8PT Tahunan.
6. [Jumlah seluruh Aparatur Negara ydelgph menyampaikan LHKPN dan SPT Tahu|12.880]99.119
(No. 2 + 4)
7. |Jumlah seluruh Aparatur Negara ydo&jum menyampaikan kewajiban Laporan 116 | 0.899
Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN dan SPT Tahunan) (No.3 + 5)
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SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia, perlu

untuk memenuhi sasaran capaian yang telah ditetapkan, antara lain: (1)
Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang kapabel; dan (3)
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima. Untuk memenuhi sasaran
pelaksanaan reformasi birokrasi, maka pengelolaan atas pelaksanaan
reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi setiap Instansi Pemerintah.



Sejalan dengan hal tersebut, untuk mencapai birokrasi yang bersih maka
penguatan integritas khususnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang
bersih dan akuntabel harus terus dilakukan di setiap Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
maka diperlukan Langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi
sebagai bentuk pengendalian di setiap Instansi Pemerintah. Pelaporan harta
kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi
yang selaras dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas
PK). Oleh karena itu, penyampaian laporan harta kekayaan dilakukan secara
menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Aparatur Negara yang berjalan
selama ini sesuai dengan tata cara pendaftaran, pengumuman, dan
pemeriksaan harta kekayaan penyelenggaran negara yang diatur oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2016 dimana sebelumnya di tahun 2015
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri
PANRB) juga mewajibkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah. Namun demikian,
pengaturan dimaksud belum memuat tentang kewajiban pelaporan harta
kekayaan bagi anggota TNI dan Polri sebagai bagian dari Aparatur Negara.
Selain itu, menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur
bahwa setiap Aparatur Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
wajib menyampaikan informasi harta kekayaan dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban pelaporan harta kekayaan melalui Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah hanya
mencakup Aparatur Sipil Negara, tidak mencakup Aparatur Negara lainnya
khususnya anggota TNI dan Polri.

2. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa kewajiban pengelolaan dan
verifikasi terhadap LHKASN dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) yang lebih luas dari peran yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, yaitu: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan



meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) seluruh Aparatur Negara
(termasuk anggota TNI dan Polri) juga telah menyampaikan informasi harta
kekayaan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Mempertimbangkan berbagai kondisi diatas maka dipandang perlu
untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan
terhadap seluruh Aparatur Negara sekaligus memastikan efektivitas kewajiban
pelaporan harta kekayaan maka pelaporan harta kekayaan cukup dilakukan
melalui 1 (satu) dokumen, yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk
dalam bagian dari SPT Tahunan (khususnya terhadap Aparatur Negara tidak
wajib LHKPN). Demikian juga, agar APIP lebih fokus pada tugas dan fungsinya,
maka peran APIP dalam pengelolaan LHKAN dikhususkan dalam pemantauan
dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT
Tahunan.

. Maksud dan Tujuan
1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh

Aparatur Negara dalam melaksanakan pelaporan harta kekayaan, dan

setiap Instansi Pemerintah untuk mendorong upaya kepatuhan dalam

penegakan integritas untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan
mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. '
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:

a. untuk memastikan setiap Instansi Pemerintah melaksanakan reformasi
birokrasi dan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di
lingkungan instansinya.

b. untuk memastikan setiap Aparatur Negara melaksanakan kewajiban
pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas
dan akuntabilitas.

. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat arahan bagi setiap Aparatur Negara, Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Instansi Pemerintah dalam
menegakkan integritas dan akuntabilitas sebagai langkah pencegahan korupsi
melalui kewajiban pelaporan harta kekayaan setiap Aparatur Negara.






